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ABSTRAK

Dalam hal ini pada perkara perdata yang dibahas oleh penulis yaitu khususnya tentang
perkara perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan
permasalahan rumah tangga yang tak kunjung usai yang akhirnya memilih kepada jalur
pengadilan, dan sebelum perkara perdata masuk pada meja pengadilan tentu wajib
dilakukannya mediasi melalui proses perundingan dengan perantara mediator atau pihak
ketiga yang bersifat netral atau tidak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses mediasi dan apa saja faktor
penghambat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris serta pengumpulan
data yang digunakan melalui wawancara,observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini
adalah pengaturan mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016, bahwa di proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Yogyakarta
sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan untuk
tingkat keberhasilannya sendiri masih sangat jauh dari yang diharapkan dilihat dari data tahun
2017, 2018, dan sebagian awal tahun 2019. Serta mengenai faktor penghambatnya justru dari
para pihak yang berperkara, melainkan bukan dari mediator sebagai pihak ketiga ataupun
pihak luar lainnya.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama.
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I.  Pendahuluan

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai
peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia.Dengan adat ketimuran yang
masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan
silaturahmi antar keluarga dan hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan
sesaat, apabila timbul sengketa.Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin
menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi
rusak. Menyelamatkan muka (face saving) atau nama baik seseorang adalah hal
penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di negara
berbudaya timur, termasuk Indonesia.*

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan
istilah “alternative dispute resolution” yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat.
Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di
pengadilan. Oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan
yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya,
dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks.Padahal di Nusantara
telah lama dipraktikkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah.lIstilah

khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pengertian mediasi
disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 yaitu “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui
proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Disini disebutkan kata
mediator, yang harus mencari “berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” yang
diterima para pihak.Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 yaitu

“Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi

! Fatahillah A. Syukur, 2012, Mediasi Yudisial Di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, him. 4.

2



membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”.
Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak

lawannya.

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara

suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani
oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Dalam kasus perkara
perceraian sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi.Bahkan satu-satunya sengketa
dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi.
Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisaa’ Ayat 35 yang artinya:
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan.Jika kedua orang hakan itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya
Allah memberi taufk kepada suami-istri itu.Sesungguhnya Allah maha mengetahui
lagi maha mengenal.”?

Salah satu sebab dimungkinkannya perceraian tersebut adalah syigaq
(terjadinya perselisinan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami-
istri).Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur’an sebagaimana disebutkan dalam
firman-Nya diatas, Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada
persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang hakam
(mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang mediator dari keluarga perempuan.
Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan
atau persengketaan antara suami istri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam
(mediator) dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan

tersebut.

2 Kementerian Agama RI, 2012, Al-qur’an dan Terjemahannya, JaKarta, Lentera Optima Pustaka, him. 85.
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Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga
mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan
pada kehendak dan kemauan para pihak.

Walaupun demikian, ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada umumnya
dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.Sebagai
suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator
berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna
mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan para
pihak.Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat
menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak
yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, serta
kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung.

Untuk menangani perkara perdata yang masuk ke Pengadilan, telah
dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang telah
direvisi dan diganti oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang
kemudian direvisi lagi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan untuk memberi
akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka menemukan penyelesaian
secara damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Secara umum mediasi dapat diterapkan oleh semua lembaga peradilan baik
tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) tidak
terbatas hanya di Pengadilan Agama. Namun penulis mengemukakan di Pengadilan
Agama terkait perkara-perkara cerai gugat serta cerai talak.Dalam praktiknya
biasanya muncul persoalan-persoalan (problem) baik yang disebabkan oleh pihak

tergugat dan penggugat maupun hambatan-hambatan lain dari pihak pengadilan.



Dengan adanya mediasi, diharapkan akan banyak perkara khususnya
perceraian yang berakhir dengan damai bahkan sampai kepada dicabutnya gugatan
dari pengadilan sehingga perceraian dapat tercegah. Akan tetapi, fakta yang terjadi
banyak sekali proses mediasi berakhir dengan kegagalan. Selagi masih ada perceraian
yang terjadi sampai akhir diputuskan, ini berarti menunjukakan ketidakberhasilannya
mediasi untuk mencegah perceraian. Padahal dalam setiap permohonan perceraian
telah diupayakan adanya proses mediasi terlebih dahulu, sebelum perkara
permohonan perceraian tersebut diproses lebih lanjut oleh pengadilan.

Il.  Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan

Agama Yogyakarta ?
I1l.  Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif dan empiris.Penelitian normatif, yang mencakup penelitian
terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian
terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian
perbandingan hukum.Penelitian hukum empiris, yang mencakup penelitian
terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektvitas

hukum.®

3 Soerjono Soekanto dalam Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, him. 153.



B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier.*

1.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri dari bahan otoritatif bahan hukum mengikat
seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek

penelitian yaitu:

a. Undang-Undang Dasar 1945.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

f. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

h. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam.

i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan.

#1bid., him. 104.



2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer, dan

dapat membantu untuk proses analisis:

a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan materi skripsi tentang
perkawinan dan mediasi.

b. Jurnal yang berkaitan dengan materi skripsi tentang perkawinan dan
mediasi.

Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan
hukum lainnya, terdiri dari kamus yakni Kamus Inggris Indonesia dan

Ensiklopedia (kamus online).

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat

diantaranya:

5.

6.

Pengadilan Agama Yogyakarta.

Perpustakaan Daerah Yogyakarta.

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.

Media Internet.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Y ogyakarta.
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E. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang
diteliti. Hubungan narasumber dengan obyek yang diteliti disebabkan kompetensi

keilmuan yang dimiliki.

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai narasumber ialah Hakim dan

Mediator Pengadilan Agama Yogyakarta.

F. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
1. Wawancara Yyaitu cara untuk memperoleh data dengan metode tanya jawab
secara lisan. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan
narasumber.
2. Studi pustaka yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal yang berhubungan dengan materi
penelitian.

G. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu cara analisis
hasil penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif yaitu penggambaran
atas subyek dan obyek secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta

yang diteliti.



IV.  Hasil Penelitian dan Analisis
Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Yogyakarta
Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:®
1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaqg
8. Shadagah

9. Ekonomi Syari’ah

Dalam menjalankan perannya sebagai peradilan tingkat pertama untuk
menyelesaikan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan baik itu perkara perlawan (verzet) atas
putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak
ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi

® Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sehingga

terhadap sengketa perceraianpun demikian.

Proses mediasi ini dapat dikatakan proses yang baru dilaksanakan didalam
peradilan di Indonesia. Praktik mediasi di Pengadilan Agama pertama kali sejak
tahun 2008, hal ini berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung
tersebut dianggap kurang efektif dalam proses pelaksanaannya, sehingga
Mahkamah Agung kembali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai perubahan atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Mediasi merupakan metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori
tripate karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Didalam ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian

sengketa para pihak dengan dibantu oleh mediator.®

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan
dilakukan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan ekskutorial
(excutorial kracht) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum
tetap, menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa akta perdamaian
tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut

dimaksudkan agar hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki

& peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara

tuntas.’

1. Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta

Perceraian merupakan salah satu sengketa perdata dalam aspek
perkawinan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan
Mahamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan bahwa semua sengketa perdata termasuk perkara perlawanan
(verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet)
maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih diupayakan penyelesaian melalui
mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini
pada Pasal 4 Ayat (2). Mediasi dalam perkara perceraianpun prosedurnya
secara umum sama dengan mediasi perkara-perkara lain, karena prosedur
pelaksanaan mediasi di pengadilan telah diatur dan ditentukan didalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.

Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengupayakan perdamaian telah
menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana sebelum perkara diperiksa hakim
harus dilakukan mediasi terlebih dahulu yang dibantu oleh mediator.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sultoni, M. H. bahwa dengan
adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Hakim merasa terbantu dalam mendamaikan para

pihak yakni dengan adanya Mediator. Usaha mendamaikan lebih mendalam

" D. Y. Witanto, 2012, Hukum Acara Mediasi, Bandung, Alfabeeta, him. 17.
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atau leluasa karena mempunyai waktu yang cukup luas untuk memberi
pemahaman tentang perdamaian, penyuluhan secara face to facepastilah lebih
terarah dan mencapai sasaran ketimbang penyuluhan hukum secara umum.

Dengan adanya mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan
perkara dan juga membuka akses seluas mungkin kepada para pihak untuk
memperoleh rasa keadilan karena salah satu fungsi dari sebuah sistem hukum
adalah memfasilitasi terwujudnya keadilan. Selain itu apabila mediasi
dilaksanakan secara kontinu dan simultan, akan membawa paradigma
masyarakat dalam memandang pengadilan yang selama ini hanya dianggap
sebagai pemutus perkara berubah menjadi lembaga yang memberikankeadilan
dengan kepuasan kedua belah pihak.

Pelaksanaan mediasi inipun tidaklah bertentangan dengan kaidah Islam
yakni Al-Qur’an dan Al-Hadist, tetapi malah sebaliknya mediasi merupakan
produk Islam dalam rangka penyelesaian sengketa di pengadilan.Walaupun
tetap ada perbedaan sedikit tentang mediasi antara menggunakan kaidah Islam
dan di pengadilan, namun hal itu tidak menjadi kendala Pengadilan Agama
Yogyakarta dalam melaksanakan mediasi. Oleh sebab itu mediasi harus
dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari salah satu proses aktivitas
ijtihad demi mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi
kedua belah pihak. Tujuan utama dari mediasi adalah tercapainya perdamaian,
karena perdamaian merupakan hukum yang tertinggi, hukum yang terbaik,
paling adil, serta disukai kedua belah pihak.®

Perdamaian menjadi sangat penting dilaksanakan apalagi dalam

menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga. Meskipun perceraian tidak dapat

8 Hasil wawancara dengan Drs. Sultoni, M. H., Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 25 April
2019.
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terelakkan, bukan berarti mediasi gagal secara total, tetapi minimal dalam

mediasi kedua belah pihak telah dilakukan pencerahan dan internalisasi nilai-

nilai keagamaan dalam persoalan rumah tangga, supaya kelak apabila mereka
menikah lagi mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang arti
sebuah rumah tangga.®

Dari hasil wawancara dan paparan tersebut, bahwa dengan adanya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah menggunakan

peraturan tersebut (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan) sebagai landasan dilaksanakannya

perdamaian dalam mediasi.

Dan untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta
sendiri adalah sebagai berikut:

a. Perkara didaftar (perkara masuk) yang diterima di meja I, semua perkara
baru yang masuk diserahkan kepada ketua majelis dan ketua majelis akan
membagi perkara tersebut kepada majelis-majelis.

b. Ketua majelis membagi perkara tersebut harus dengan Penetapan Majelis
Hakim (PMH), kemudian berkas diserahkan untuk diperiksa. Hari pertama
belum mengetahui kapan hari dilaksanakan sidangnya, yang akan
membagi dan menunjuk hakimnya adalah kewenangan ketua yang
dikehendaki karena perkara di Pengadilan Agama jumlah hakim
tergantung pada perkaranya.

c. Kewajiban majelis menetapkan hari sidang (menjadwalkan), hakim dalam

menetapkan hari sidang harus membuat Penetapan Hari Sidang (PHS). Hal

® 1bid.
10 1bid.
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ini tertuang dalam ketentuan PHS bahwa kewenangan Penetapan Hari
Sidang adalah kewenangan majelis, hakim yang ditunjuk oleh ketua
majelis wajib segera menetapkan hari sidang.

Kewajiban majelis memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak,
sesuai yang dijadwalkan.

Hadirnya kedua belah pihak yang berperkara pada saat sidang pertama,
disinilah baru diperintahkan untuk melakukan mediasi. Ketua majelis
memberi  penetapan  penunjukkan mediator, hakim pada saat
memerintahkan mediasi membuat penetapan mediator (siapa yang akan
ditunjuk untuk menjadi mediator sesuai dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
sebelum dilakukan mediasi majelis hakim diwajibkan memberikan
penjelasan tentang perlunya mediasi. Mediasi adalah suatu keharusan
karena tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setelah itu majelis memberi bukti
tertulis tentang kesepakatan para pihak dan majelis untuk melakukan
mediasi. Setelah para pihak menerima penjelasan tersebut, para pihak
diminta sertakan untuk bertanda tangan pada surat pernyataan para pihak
tentang penjelasan mediasi untuk melakukan mediasi. Dan majelis
memberi penetapan mediator untuk penunjukkan mediator.

Para pihak menghadap kepada mediator, kemudian menjadwalkan hari
untuk melakukan mediasi hari pertama kepada mediator tersebut sesuai
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan ada waktu 30 hari untuk melakukan

mediasi dihitung pada hari pertama kerja dan jika waktu tersebut masih
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dibutuhkan maka dapat diperpanjang 30 hari lagi, waktu untuk mediasi
kapanpun waktunya sesuai kesepakatan para pihak dan mediator.

g. Mediator harus mengetahui duduk perkara para pihak maka hakim
disamping mengirimkan penetapan tadi juga melampirkan surat
permohonan talak atau perceraiannya atau kasus apapun sesuai dengan
perkara yang dimediasi.

h. Membuat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak

i. Hasil mediasi, mediator berkewajiban melaporkan kepada majelis tentang
hasil mediasi yang ditempuh, apa itu berhasil atau berhasil sebagian atau
berhasil dengan kesepakatan. Jika hal ini terjadi dapat dicabut dengan
perintah agar para pihak menaati kesepakatan yang telah dibuat dihadapan
mediator pada hari, tanggal , dan lain-lain dengan laporan tertulis.

j. Berhasil atau tidak berhasil mediasi dilaksanakan, mediator tetap
berkewajiban melaporkan kepada majelis hakim.

2. Data Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta

Tahun 2019 (Januari-April)

No. | Bulan Jumlah Perkara Yang Jumlah Mediasi
Dimediasi Berhasil

1. Januari 19 1

2. Februari 16 1

3. Maret 15 1

4. April 14 0

Data mediasi perkara perceraian tahun 2019 (Januari-April). Dibulan

Januari ada 19 mediasi berhasil sebanyak 1, yang berarti tingkat
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keberhasilannya 5,26%. Bulan Februari ada 16 mediasi berhasil sebanyak 1,
yang berarti tingkat keberhasilannya 6,25%. Bulan Maret ada 15 mediasi
berhasil sebanyak 1, yang berarti tingkat keberhasilannya 6,67%. Dan bulan
April ada 14 mediasi berhasil sebanyak 0, yang berarti tingkat keberhasilannya
sangatlah buruk yakni 0%. Sehingga didapat persentase keberhasilan mediasi
di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk 4 bulan terakhir adalah hanya 4,69%

saja.

Upaya dalam mensukseskan mediasi ini tidak terlepas dari peran
penting seorang mediator.Walaupun memang pengaruh terbesar tetap ada pada
kedua belah pihak yang bersengketa.Namun setidaknya dalam hal ini

mediatorlah yang berhubungan langsung dengan para pihak.

Adapun daftar mediator Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai

berikut:
Daftar Mediator
BP4/Advokad/Non Hakim
No. Nama Sertifikat
Tempat, tanggal lahir Mediasi

1. H. Nur Ahmad Ghazali, S. No0.19/8-P/BP4/X1/2010
Ag., MA. Tanggal: 25-11-2010
Tegal, 03 November 1972

2. Hj. Wuri Astuti Syamsudin No0.227/8-P/BP4/X11/2013
Palembang, 26 April 1958 Tanggal: 27-12-2013

3. Dra. Mariatun Solikhan No0.227/8-P/BP4/X11/2013
Bantul, 31 Mei 1963 Tanggal: 27-12-2013
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S.H, M. H.

Kediri, 9 Juli 1959

4. Erlan Nopri, S. H., M. Hum. N0.1039/PMN/LXIV/2015
Baturaja, 26 November 1977 | Tanggal: 11-01-2015

5. Dra. Hj. Siti Nurjanah No0.074/8-P/BP4/11/2015
Yogyakarta, 30 November Tanggal: -02-2015
1955

6. Hj. Suryantinah, SIP., MM. No.074/8-P/BP4/11/2015
Yogyakarta, 22 Desember Tanggal: -02-2015
1953

7. Sri Ratu Ratna Intan, S. H., N0.833/PMI/LXX1/2016
M. H. Tanggal: 10-12-2016
Karawang, 27 Maret 1992

8. Drs. HM. Ubaidillah, MSI. No0.194/8-P/BP4/V11/2016
Gresik, 11 Agustus 1953 Tanggal: 21-07-2016

9. Siti Roswati Handayani, S. H., | N0.142/IICT/TFP/2012
MPA. Tanggal: 12-09-2012
Jakarta, 25 Desember 1963

Daftar Mediator
Hakim
No. Nama Sertifikat
Tempat, tanggal lahir Mediasi
1. | Dr. H. Bambang Supriastoto, No0.223/8-P/BP4/X11/2013

Tanggal: 06-12-2013
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2. | Dr. Dra. Ulil Uswah, M. H. No0.100/BID/MA-RI/2014

Demak, 29 Juni 1966 Tanggal: 20-08-2014

Dari daftar mediator diatas, dapat kita ketahui bahwa terdapat dua jenis
mediator yakni mediator hakim dan mediator non hakim.Mediator hakim
berasal dari dalam pengadilan sendiri, sedangkan mediator non hakim berasal
dari luar pengadilan yang dengan sengaja didatangkan untuk memenuhi
kebutuhan pengadilan terkait hal mediasi.Jumlah mediator hakim ada 2 orang
dan mediator non hakim ada 9 orang, yang berarti secara keseluruhan ada 11
mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta. Banyaknya jumlah mediator
sekaligus justru malah mediator dari luar pengadilan (non hakim) tersedia jauh
lebih dibanding mediator dari dalam pengadilan (hakim), menunjukkan bahwa
hal ini adalah sebagai salah satu bentuk usaha yang telah dilakukan Pengadilan
Agama Yogyakarta dalam mengupayakan keberhasilan mediasi terhadap
setiap perkara yang muncul. Dengan harapan dapat memberikan pengaruh
positif terhadap tingkat keberhasilan mediasi dan meninimalisir kegagalan

mediasi, sehingga menghindarkan dari menumpuknya perkara di pengadilan.

. Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Proses Pelaksanaan Mediasi
Dalam Perkara Perceraian Yang Terjadi di Pengadilan Agama
Yogyakarta

a. Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Yk

Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.YK ini merupakan cerai
gugat. Dimana gugatan cerainya diajukan oleh pihak istri kepada suami.

Dengan alasan bahwa sang suami telah hilang kabar selama 3 tahun lebih
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dan selama itu pun tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat
dan anaknya. Tergugat menikahi penggugat dengan status penggugat
adalah janda beranak satu. Ketika itu keduanya melangsungkan
pernikahannya di Kota Yogyakarta atau daerah domisili penggugat,
kemudian satu minggu setelah menikah keduanyasama-sama pindah dan
tinggal di Pariaman yang merupakan daerah asal tergugat. Beberapa bulan
tinggal di Pariaman, tergugat pun pamit secara baik untuk merantau
mencari pekerjaan di Jakarta dengan meninggalkan penggugat dalam
posisi hamil kurang lebih 2 bulan. Tidak lama setelah sampai di Jakarta,
tergugat hilang kontak dan tidak dapat dihubungi lagi sampai hampir 4
tahun dan akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan
Agama Yogyakarta yang merupakan daerah asal penggugat sekaligus

pulang.

Dengan terbitnya putusan perceraian yang menyatakan terkabulnya
gugatan cerai dari penggugat tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa
mediasi perceraiannya gagal. Dilihat dari isi putusan, terdapat beberapa
hambatan dalam pelaksanaan mediasinya yakni kehadiran para pihak dan

faktor status.?

1. Ketidakhadiran para pihak
Mediasi dinyatakan gagal dikarenakan pihak tergugat tidak
pernah hadir dalam pertemuan yang telah dijadwalkan tanpa

keterangan yang jelas sebagaimana telah tercantum dalam putusan,

11 Hasil wawancara dengan Siti Roswati Handayani, S. H., MPA.,Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta,
pada tanggal 29 April 2019.
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dimana telah dilakukan beberapa kali pemanggilan bahkan melalui
siaran Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 17 bahwa kedua
belah pihak harus hadir secara langsung dalam pelaksanaan mediasi.
Dengan konsekuensi jika keduanya atau salah satu pihak tidak hadir
maka mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal dan akan
dilanjutkan dalam proses persidangan.

2. Faktor status

Bagaimana mediasi dapat dilangsungkan dengan baik, jika
faktanya tergugat sudah lama menghilang dan tidak pernah bisa
dihubungi lagi. Status dimananya dan lain sebagainya tergugat inilah
yang juga menjadi penghambat dilaksanakannya mediasi, maka dari itu
mediasi pun dinyatakan gagal atau tidak berhasil sama sekali. Begitu
pula dengan tergugat yang wajar jika dirinya mempertanyakan tentang
statusnya sebagai istri, yang nyatanya seperti sudah tidak dianggap
oleh penggugat dengan secara penggugat meninggalkan tergugat tanpa
keterangan yang jelas.

b. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2019/PA.Yk

Dalam Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2019/PA.Yk bahwa para pihak
merupakan warga Yogyakarta sekaligus melangsungkan perkawinan di
Yogyakarta. Kemudian setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang
tua tergugat yang beralamat di Kota Yogyakarta. Dengan banyaknya
persoalan dan masalah yang ada dalam rumah tangga, sehingga pada

puncaknya penggugat pun memilih untuk keluar dari rumah tersebut dan
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lebih memilih tinggal di kos-kosan padahal telah bertahan tinggal bersama
selama kurang lebih 8,5 tahun. Dari hasil pernikahan tersebut mereka telah

dikaruniai seorang anak perempuan yang hampir berumur 6 tahun.

Pada kasus diatas mediasi telah dilakukan, namun gagal atau tidak

berhasil. Adapun faktor-faktor penghambatnya antara lain:*2

1. Keinginan kuat untuk bercerali

Kedua belah pihak sama-sama sudah tidak bisa disatukan kembali.
Sudah kukuh satu sama lain dengan pendiriannya masing-masing,
pengakuan keduanya bahwa sudah tidak sepaham lagi.
. Kedua belah pihak tidak bersikap pro-aktif

Pada saat mediasi berlangsung keduanya tidak begitu jelas
memaparkan ~ masing-masing alasan  kuatnya untuk  bercerai.
Ketidakterbukaannya para pihak sangat menyulitkan mediator untuk dapat
mencari jalan tengah terbaik selain bercerai. Bahkan para pihak justru
saling menyalahkan.
. Salah satu pihak membuat tuntutan diluar kemampuan pihak lain

Tuntutan ini dilakukan oleh pihak penggugat terhadap tergugat
kaitannya dengan masalah nafkah. Penggugat sering kali kesusahan dalam
meminta tanggung jawab nafkah kepada tergugat. Yang semestinya
tergugat adalah sebagai suami harus memenuhi apa saja yang menjadi hak
istri halnya soal nafkah ini dianggap sebagai beban oleh tergugat, karena
terlalu tinggi dan penggugat tidak sanggup atau kewalahan dalam

memenuhinya.

2 Hasil wawancara dengan Erlan Nopri, S. H., M. Hum., Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada

tanggal 29 April 2019.
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V.

Dan juga soal penggugat sangat tidak suka jika keluarga tergugat
selalu ikut campur terhadap permasalahan keluarga penggugat dan
tergugat. Salah satunya adalah kakak dari tergugat yang berusaha ingin
saja terus-terusan ikut campur dalam setiap urusan keluarga penggugat dan
tergugat. Sedangkan pihak tergugat menganggap bahwa hal ini adalah hal

yang wajar atau dianggap biasa.

Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai dengan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan diwajibkan bagi setiap
perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kecuali sengketa yang
termasuk dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa sengketa yang
dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1).

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tingkat
keberhasilannya masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui data
mediasi perceraian Tahun 2019 dalam kurun waktu Bulan Januari sampai
Bulan April (dengan tingkat keberhasilan mediasi 4,69%). Perkara mediasi
yang berhasil sangatlah sedikit, perkara yang dikabulkan atau sebelumnya
telah gagal dalam proses mediasi lebih banyak. Hal ini belum menunjukkan
keberhasilan yang memuaskan bahkan masih sangat jauh dari yang

diharapkan.
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Padahal keberhasilan mediasi telah diupayakan melalui penyediaan mediator
oleh Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri.Dimana mediatornya bukan hanya
sekedar hakim tunjukkan saja, melainkan orang yang benar-benar mumpuni
dalam bidangnya dan berlisensi resmi.Dan bahkan bukan hanya orang dalam
pengadilan, melainkan juga banyak yang didatangkan dari luar pengadilan.

2. Faktor-Faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama
Yogyakarta:
1) Ketidakhadiran para pihak.
2) Faktor status.
3) Keinginan kuat untuk bercerai.
4) Kedua belah pihak tidak bersikap pro-aktif.
5) Salah satu pihak membuat tuntutan diluar kemampuan pihak lain.

B. Saran

Dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama kita juga dapat belajar
sebagaimana perlunya beracara yang sesungguhnya dengan menerapkan teori
yang telah didapat dibangku perkuliahan. Dengan adanya penelitian ini
diharapkan ada penelitian lain terkait dengan tingkat keberhasilan mediasi
terhadap perkara perceraian di daerah-daerah lain, karena lain halnya setiap
daerah atau provinsi pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dalam
tingkat keberhasilan mediasinya jika dikaitkan dengan kondisi wilayah dan

masyarakatnya masing-masing serta aspek-aspek lain sebagai pengaruh.

Dan juga sebaiknya pemerintah serta pihak-pihak berwenang agar
mengupayakan lebih terhadap hal ini. Mungkin akan ada muncul solusi atau
strategi berbeda dalam pelaksanaan mediasinya atau bahkan dari pemikiran-

pemikiran masyarakat sebagai salah satu bentuk kritik yang dapat
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menggambarkan aspirasinya. Disamping mengurangi sengketa-sengketa dalam
rumah tangga juga berharap bahwa mediasi dapat meminimalisir terjadinya

perceraian.
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